
 
 
 

 
 

WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil 

Negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap 

Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas 

jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan 

akuntabel; 

b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas 

Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan, serta 

pemberantasan korupsi, Aparatur Sipil Negara 

berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20   

Tahun 2001;  
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang     

Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 

2019; 



- 3 - 
  
 

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun  

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat    

Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;  

 

Memperhatikan :  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi tanggal 22 Pebruari 2019 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun. 

5. Inspektur adalah Inspektur Kota Madiun. 
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6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif 

dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsinya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi Pemerintah. 

8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 

harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir 

LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian mengenai wajib LHKASN serta tata cara atau 

mekanisme penyampaian LHKASN. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta 

perbuatan tercela lainnya. 

 

BAB III 

WAJIB LAPOR LHKASN 

Pasal 4 

 

(1) ASN pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan 

LHKASN. 
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(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi ASN yang sudah masuk dalam 

wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

BAB IV 

JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LHKASN 

Pasal 5 

 

Jangka waktu penyampaian LHKASN adalah: 

a.  3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini    

diundangkan; 

b.  1 (satu) bulan setelah ASN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 diangkat dalam jabatan, mutasi atau 

promosi; dan/atau 

c.  1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau 

purna tugas. 

 

BAB V 

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN 

Pasal 6 

 

(1) LHKASN dilaksanakan secara online melalui website 

www.siharka.menpan.go.id. dan dilakukan verifikasi 

oleh Inspektur. 

(2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam formulir isian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

(3) Inspektur menyampaikan daftar ASN yang telah 

melaporkan LHKASN kepada Walikota. 

 

BAB VI 

TIM PENGELOLA LHKASN 

Pasal 7 

 

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir penyampaian 

LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN. 

http://www.siharka.menpan.go.id/
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(2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) terdiri dari seluruh Perangkat Daerah. 

(3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan sosialisasi atas kewajiban 

penyampaian LHKASN; 

b. melakukan monitoring kepatuhan penyampaian 

LHKASN; 

c. mengoordinasikan dengan pejabat yang 

membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah 

dalam rangka pelaksanaan LHKASN;  

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

LHKASN; dan 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Walikota Madiun dengan tembusan kepada 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

(4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) dibantu oleh Administrator Aplikasi siharka,      

Tim Verifikasi dan Sekretariat yang berada di 

Inspektorat. 

(5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

mempunyai tugas: 

a. mengelola aplikasi siharka tingkat Kota; 

b. melakukan pendampingan pengisian aplikasi 

siharka; 

c. melakukan pemutakhiran data wajib LHKASN; 

dan 

d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

(6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN 

yang disampaikan; 

b. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika 

verifikasi yang dilakukan mengindikasikan 

adanya ketidakwajaran; 
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c. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya 

ketidakwajaran; dan 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Tim Pengelola LHKASN. 

(7) Administrator dan Tim Verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Inspektur Kota Madiun. 

(8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi 

pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN. 

(9) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk petugas 

pengelola LHKASN. 

(2) Petugas pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

mengumpulkan dan mengoordinir penyampaian 

LHKASN di masing-masing Perangkat Daerah untuk 

selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola 

LHKASN. 

(3) Petugas pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

 

BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 9 

 

(1) ASN sebagai wajib lapor LHKASN jika tidak 

melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi 

administratif berupa peninjauan kembali/ 

penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan 

tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang  berlaku. 
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(2) Pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah yang membocorkan informasi tentang 

LHKASN dikenai sanksi administratif berupa 

peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam 

jabatan sesuai dengan tahapan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 30 Januari 2020 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 

Diundangkan di  M A D I U N 

Pada tanggal 30 Januari 2020 

     SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

  RUSDIYANTO, SH, M.Hum 
     Pembina Utama Madya 

NIP. 19671213 199503 1 003 
 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2020 NOMOR 2/G 
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Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. KTP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pangkat/Jabatan :

Alamat :

NPWP :

Menyatakan bahwa:

1.

2.

3.

20xx

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan

dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

ttd

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

SURAT PERNYATAAN

,

NIP

Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan

kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak

saya laporkan, demi tanggung jawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai

Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.

Apabila di kemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan), harta

kekaytaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan

ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.


